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ABSTRAK 

Perenggangan adalah melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan melenturkan atau melemaskan 
kembali bagian-bagian tubuh yang kaku. Program peregangan sudah mulai dilaksankan di Kantor 
Badan PPSDM Kesehatan sejak Tahun 2016 melalui peraturam Menteri Kesehatan No 48 Tahun 
2016.Untuk mengetahui penyebab Ketidakpatuhan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan Melaksanakan 
program yang ditinjau dari empat faktor yakni faktor                (Pegawai Badan PPSDMK), Anggaran, 
Sarana dan prasarana dan MetodePenelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi deskriptif dengan 
Menganalisa faktor penyebab ketidakpatuhan dengan metode Fishbone, in-depth interview observasi 
dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dipatkan bahwa penyebab ketidakpatuhan pegawai 
badan PPSDM kesehatan melaksanakan program perenggangan dikarenakan dua hal utama yakni faktor 
manusia dan faktor metode. Kendala pada faktor manusia lebih disebabkan oleh kurangnya keterlibatan 
aktif dari pegawai, beban kerja yang tinggi, kesibukan dan kurangnya pengawasan dari pihak atasan 
serta motivasi untuk melakukan peregangan. Sedangkan dari faktor metode disebabkan oleh kurangnya 
peran antasan dalam program perenggangan ini. Kemudian belum adanya hukuman serius yang 
diberikan kepada para pegawai yang tidak mengikuti program ini.  

Kata Kunci : Faktor Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Metode 
 
ABSTRACT 

Stretching is to perform movements aimed at flexing or re-enlarging rigid body parts. The stretching 
program has started to be implemented in the Office of PPSDM Kesehatan Agency since 2016 through the 
regulation of the Minister of Health No. 48 of 2016. To find out the causes of Non-Compliance Employee of 
PPSDM Kesehatan Implement the program in terms of four factors namely factors (Employees of PPSDMK 
Agency), Budget, Facilities and infrastructure and Method This research is a qualitative study of descriptive 
study by Analyzing factors causing non compliance with Fishbone method, in-depth interview observation 
and document review. Based on the result of research, it is stated that the cause of non-compliance of 
employees of PPSDM health agency implement the stretching program due to two main things namely human 
factor and method factor. Constraints on human factors are caused more by the lack of active involvement 
of employees, high workload, busyness and lack of supervision from superiors and motivation to stretch. 
While the method factor is caused by the lack of the role of superiors in this stretch program. Then there is 
no serious punishment given to employees who do not participate in this program. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini hampir semua aspek pekerjaan baik 
di sektor bisnis dan perkantoran maupun 
industri dan manufaktur telah memanfaatkan 
dukungan teknologi dan perangkat komputer 
dalam menyelesaikan pekerjaan di perkantoran 
dalam keadaan duduk statis. Berdasarkan survei 
di Amerika Serikat mendapatkan fakta bahwa 
rata-rata waktu kerja yang digunakan untuk 
bekerja dengan komputer adalah 5,8 jam per 
hari atau 69% dari total jam kerja. Data dari 
Bureau of Labour Statistic (USA) menunjukkan 
bahwa terdapat 335.390 kasus berupa gangguan 
pada sistem otot rangka (MSDs) pada tahun 
2007 di Amerika Serikat (Iridastadi, 2014).  

Di Indonesia dilakukan penelitian terhadap 
karyawan perkantoran di tujuh kantor 
perusahaan nasional yang meliputi wailayah 
Bandung dan Yogyakarta dengan mencoba 
menyasar responden yang bekerja dengan 
komputer (duduk).  Dari 200 responden 
ditemukan tingkat prevalensi keluhan sistem 
otot rangka terbesar pada bagian leher (68,7%), 

bagian punggung (62,1%), dan bagian tulang 
belakang (60%) Rahardini, (2006). Status 
kesehatan pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh 
bahaya kesehatan di tempat kerja dan 
lingkungan kerja, tetapi juga oleh faktor-faktor 
pelayanan kesehatan kerja, prilaku kerja sarta 
faktor lainnya (Anies, 2014). Masalah ini 
selanjutnya  merangsang penulis untuk 
mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi 
pegawai Badan PPSDM dalam melaksanakan 
aktifitas fisik lewat peregangan sebagai 
gambaran partisipasi pegawai 
melaksanakan  budaya perilaku hidup sehat di 
tempat kerja 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif kualitatif deskriptif. Dimana Analisa 
penelitian yang akan dilakukan yakni Analisa 
data sekunder dan identifikasi faktor penyebab 
ketidakpatuhan dengan mengunakan metode 
diagram FishBone (Tulang Ikan). 

HASIL PENELITIAN 
Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 

PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek manusia dapat diketahui dari 
wawancara, dan observasi menunjukkan bahwa : 
kurangnya ketrelibatan aktif dari pegawai, beban 
kerja yang tinggi serta kesibukan dan juga 
kurangnya pengawasan dari pihak atasan serta 
motivasi untuk melakukan peregangan menjedi 
penyebab ketidapatuhan pegawai melaksanakan 
program peregangan dari aspek manusia. 

Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek anggaran diketahui bahwa 
pada umumnya semua staf mengetahui tentang 
adanya program peregangan ini. Persoalan 
sumber dana bagi program peregangan ini belum 
menjadi bagian yang perlu diketahui oleh staf 
kepegawaian pada kantor ini sehingga soal 
kepastian sumber dana masih berupa asumsi 
sementara. Namun walaupun demikian ada 
kesepakatan diantara  para pegawai yang melihat 
program ini mengalami kekurangan dana, indikasi 
yang terlihat adalah kurangnya kreatifitas yang 
dapat memacu para pegawai dalam mengikuti 
secara aktif program peregangan ini karena itu 
perlu dipikirkan secara serius penambahan dana 
oleh bagian keuangan. Ide tentang mengupayakan 
segala hal agar dana yang ada mencukupi pada 
umumnya tidak dapat diakomodir karena para 

pegawai terlihat memiliki kesibukan masing-
masing. 

Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek Sarana dan Prasarana dapat 
diperoleh hasil yang menunjukan  bahwa 
umumnya sarana dan prasarana bukan menjadi 
kendala ketidakpatuhan para pegawai di kantor ini 
dalam melaksanakan program peregangan karena 
semuanya tersedia dalam keadaan yang cukup 
baik. 

Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek Metode dapat ditemukan 
beberapa hal yang berhubungan dengan Duta 
peregangan, pengawasn terhadap proses 
pergangan dan juga metode yang dilakukan dalam 
peregangan dimana ditemukan belum adanya 
hukuman dan ganjaran serius yang diberikan baik 
kepada para pegawai yang aktif melakukan 
peregangan maupun yang tidak mengikuti 
program ini, sehingga menjadi penyebab 
ketidapatuhan pegawai dalam melaksanakan 
program peregangan.  

 
PEMBAHASAN 
 
Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek manusia  



Menurut Handoko ( 2003), motivasi adalah 
keadaan dalam pribadi seseorang yang 
mendorong keinginan individu untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 
Dalam hal keterlibatan dam memotivasi pegawai 
malaksanakan program peregangan diperlukan 
adanya dorongan dan keinginan dari pegawai itu 
sendiri untuk melaksankan program tersebut. Hal 
ini juga di dukung oleh pendapat Hariandja 
(2002), yang mengatakan bahwa Motivasi adalah 
faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong 
perilaku atau keinginan seseorang. Dalam 
kaitanya dengan motivasi ini diperlukan adanya 
keinginan dan kemauan dari pribadi pegawai itu 
sendiri melaksanakan aktivitas peregangan ini.  

 Selanjutnya dari aspek pengawasan juga 
diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 
program peregangan belum ada pengawasan 
khusus, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi 
yang menunjukkan belum adanya pengawasan 
berkala. Pengawasan adalah memantau atau 
memonitor pelaksanaan rencana program  apakah 
telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau 
suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah 
sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan 
dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan 
rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak 
lanjuti oleh pengawasan, Kusnadi, at al(1999). 
Fathoni, (2009), mendefinisikan bahwa: 
Pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama 
pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan 
segala data dan informasi yang diperlukan oleh 
pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan 
kemunduran dalam pelaksanaan Program. 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik 
untuk menetapkan kinerja standar pada 
perencanaan untuk merancang sistem umpan 
balik informasi, untuk membandingkan kinerja 
aktual dengan standar yang telah ditentukan, 
untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 
penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil 
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 
telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin 
guna mencapai tujuan perusahaan. Kadarman 
(2001). Dari beberapa pendapat tersebut diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 
merupakan hal penting dalam menjalankan suatu 
perencanaan program peregangan. Dengan 
adanya pengawasan maka perencanaan yang 
diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan 
baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak 
pimpinan/atasan maka perencanaan yang telah 
ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan 

dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan 
akan sulit terwujud. 

 
Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek Anggaran  

 
Kinerja anggaran sendiri adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan, program, atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam rencana strategi 
suatu lembaga atau organisasi (Mahsun et al, 
2011). Menurut Mulyadi (1993) anggaran adalah 
suatu rencana kerja yang diukur dalam satuan 
moneter standar dan satuan lain yang mencakup 
jangka waktu satu tahun. 

Peneliti mencatat bahwa berdasarkan hasil 
wawancara diketahui bahwa persoalan sumber 
dana dalam program peregangan ini belum 
menjadi bagian yang perlu diketahui oleh staf 
kepegawaian pada kantor ini sehingga soal 
kepastian sumber dana masih berupa asumsi 
sementara. Namun walaupun demikian ada 
kesepakatan diantara  para pegawai yang melihat 
program ini mengalami kekurangan dana, indikasi 
yang terlihat adalah kurangnya kreatifitas yang 
dapat memacu para pegawai dalam mengikuti 
secara aktif program perenggangan ini karena itu 
perlu dipikirkan secara serius penambahan dana 
oleh bagian keuangan. Ide tentang mengupayakan 
segala hal agar dana yang ada mencukupi pada 
umumnya tidak dapat diakomodir karena para 
pegawai terlihat memiliki kesibukan masing-
masing. Karena itu penambahan dana untuk 
terwujudnya program peregangan yang maksimal 
amat diharapkan. Namun demikian kondisi 
kinerja anggaran belum sampai pada jangkauan 
peneliti diakibatkan oleh keterbatasan peneliti 
untuk mengakses sumber-sumber laporan 
keuangan yang ada.  
Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek Sarana dan prasarana 
 

Pada prinsipnya sarana adalah segala sesuatu 
yang dapat digunakan sebagai alat oleh pekerja 
untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu 
pekerjaan. Tanpa adanya sarana, dalam 
melakukan pekerjaannya seorang pekerja akan 
kesulitan dalam mencapai hasil kerja yang 
optimal (Wexley, 2005). Selain itu Donabedian 
(1980) dalam Wijono (1999), mengungkapkan 
bahwa sarana merupakan salah satu unsur standar 
dalam input yang merupakan indikator mutu suatu 



pelayanan kesehatan. Hal ini berarti bahwa dalam 
proses pelaksanan suatu program, sarana akan 
berperan penting guna mencapai atau memenuhi 
standar mutu dari program tersebut. Menurut 
Siagian dalam Guspianto (2007), tanpa didukung 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian 
adanya dedikasi, kemampuan kerja, keterampilan 
serta niat yang tinggi untuk menunjukkan prestasi 
kerja maka tidak akan besar manfaatnya. Suatu 
organisasi dapat menjalankan roda organisasinya 
dengan lancar, maka persyaratan minimal 
ketersediaan sarana dan prasarana tetaplah harus 
terpenuhi. 
Program peregangan yang dilaksanakan di Badan 
PPSDM hemat peneliti sejauh ini tidak 
mendapatkan kendala apapun dari aspek sarana. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 
peneliti menarik informasi bahwa tempat kerja di 
kantor ini pada umumnya baik, keterbatasan gerak 
tidak terletak pada kondisi ruang kantor tetapi 
lebih pada ada tidaknya niat pribadi para pegawai. 
Hampir tidak ditemukan masalah keterbatasan 
gerak dalam program peregangan di kantor ini 
karena kondisi ruangan. Pada dasarnya  proses 
peregangan dalam program ini sebenarnya tidak 
membutuhkan ruangan bergerak yang luas apalagi 
didukung pula dengan kondisi peralatan yang 
memadai. Sarana dan peralatan lain yang 
dibutuhkan seperti software dan audio tersedia 
dengan cukup baik karena itu peneliti 
menyimpulkan bahwa umumnya sarana dan 
prasarana bukan menjadi kendala ketidakpatuhan 
para pegawai di kantor ini dalam melaksanakan 
program peregangan karena semuanya tersedia 
dalam keadaan yang cukup baik. 
Penyebab ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM Kesehatan melaksanakan program 
ditinjau dari aspek Metode 

Pada umumnya pencapaian hasil seperti yang 
terjadi dalam program peregangan di badan 
PPSDM dipengaruhi oleh serangkaian metode 
yang menyangkut modal kerja seperti kecakapan, 
keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja 
dari tenaga kerja yang bersangkutan. Secara 
etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja 
(performance). Sebagaimana dikemukan oleh 
Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari  
kata job performance atau actual performance 
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 
dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. 
Apabila diterapkan dalam program peregangan di 
badan PPSDM maka dapat dilihat bahwa ada 

variasi yang dapat dilihat dari modal kerja. Modal 
kerja yang ada belum cukup mampu memberi 
hasil positif terhadap program peregangan di 
badan PPSDM. Lebih lanjut Mangkunegara 
(2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja 
dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan 
kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan 
bahwa, “Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu 
pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun 
non fisik/ non material. Ketidakpatuhan 
melaksanakan program peregangan di badan 
PPSDM memunculkan kesan kinerja program 
yang melibatkan baik individu maupun organisasi 
kurang maksimal. Karena itu metode-metode 
yang ditawarkan peneliti di atas dapat digunakan 
sebagai refrensi untuk mendongkrak hasil positif 
dari pelaksanaan program peregangan di Badan 
PPSDM Kesehatan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 
Pegawai di Kantor badan PPSDM Kesehatan 
terkait peybebab ketidakpatuhan pegawai dalam 
melaksanakan program peregangan, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1.   Badan PPSDM Kesehatan pertama dibentuk 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial Nomor 446/Menkes-
Kessos/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI dengan 
nama Badan Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 
 Program peregangan di Badan PPSDM 
Kesehatan memiliki unit pengawasan tingkat 
kementerian di bawah unit kerja  Kesehatan 
kerja dan olah raga. Pengawasan yang dilakukan 
disebut dengan inspeksi peregangan berkala. 
Berdasarkan hasil audit Program peregangan 
yang sedang dijalankan  diketahui bahwa 
program peregangan di kantor Badan PPSDM 
Kesehatan secara keseluruhan sudah dijalankan, 
namun secara khusus masih ditemukan 
beberapa kendala terkait pelaksanaannya yang 
meliputi partisipasi dan keikutsertaan pegawai 
dalaam pelaksanakaan peregangan secara rutin 

2.   Penyebab Ketidakpatuhan pegawai Badan 
PPSDM kesehatan di tinjau dari faktor Manusia 
dapat dilihat dari masa Kerja, pengetahuan 
Motivasi dan  dan Pengawasan. Berdasarkan 
hasil penelitian dan proses analisa makan dapat 
disimpulkan bahwa faktor pengawasan menjadi 
penyebab utama ketidakpatuhan pegawai 
melaksanakan program peregangan.  



3.   Faktor anggaran merupakan bagian terpenting 
dalam pelaksanaan program peregangan yang 
meliputi ketersedian dan pemenuhan anggaran 
yang mendukung jalannya program peregangan. 
Dalam mengevaluasi penyebab ketidakpatuhan 
pegawai melaksanakan program peregangan 
ditinjau dari faktor anggaran belum menjadi 
bagian yang perlu diketahui oleh staf 
kepegawaian pada kantor ini sehingga soal 
kepastian sumber dana masih berupa asumsi 
sementara sehingga dapat disimpulkan bahwa 
faktor Anggaran bukan merupakan penyebab  
ketidakpatuhan pegawai melaksanakan program 
peregangan.   

4.   Faktor Sarana dan Prasarana merupakan bagian 
penting yang takdapat dipisahkan dari jalanya 
program peregangan. Pada dasarnya  proses 
peregangan dalam program ini sebenarnya tidak 
membutuhkan ruangan bergerak yang luas 
apalagi didukung pula dengan kondisi peralatan 
yang memadai. Sarana dan peralatan lain yang 
dibutuhkan seperti software dan audio tersedia 
dengan cukup baik karena itu peneliti 
menyimpulkan bahwa umumnya sarana dan 
prasarana bukan menjadi kendala 
ketidakpatuhan para pegawai di kantor ini 
dalam melaksanakan program perenggangan 
karena semuanya tersedia dalam keadaan yang 
cukup baik. 

5.   Penyebab ketidakpatuhan pegawai 
melaksanakan program peregangan ditinjau dari 
faktor metode dapat ditemukan bahwa belum 
ada perencanaan terkait pengawasan yang 
mengontrol penyelengaraaan progam 
peregangan. Hal ini yang menjadi penyebab 
ketidakpatuhan  pegawai melaksanakan 
program peregangan 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

Analisis Penyebab ketidakpatuhan pegawai 
Badan PPSDM Kesehatan Melaksanakan 
Program Peregangan maka saran yang dapat 
diberikan sebagai berikut : 

1.   Membuat isntruksi khusus dari Pimpinan 
Langsung melalui Surat keputasan yang 
sifatnya Mewajibkan pegawai melaksanakan 
Program Peregangan 

2.   Meningkatkan pemahaman Pegawai melalui 
pelatihan dan sosialisasi terhadap Program 
peregangan;   

3.   Membentuk  SK tim pengawas yang memiliki 
tugas khusus untuk mengawasi program 
peregangan ini ;   

4.   Ada baiknya pihak manajemen kantor 
membuat ketegasan dalam memotivasi 
pegawai dalam pelakasanaan program dengan 
memberikan hukuman baik lisan maupun 
tulisan sebagai konsekuensi ketidak terlibatan 
dalam program peregangan. 

5.    Memberikan reward kepada Pegawai yang 
melakukan peregangan dengan baik misalnya 
dalam bentuk pemberian piagam penghargaan 
atau sertifikat serta pujian;   

6.   Menjaga kenyamanan lingkungan kerja dengan 
merawat fasilitas di kantor khususnya  

7.   perawatan Sistem sarana Pendukung Program; 
Manajemen kantor perlu merencanakan 
penambahan anggaran untuk mendukung 
pelatihan duta peregangan.   

8.   Manajemen Kantor dapat melakukan 
peregangan secara bersamaan dengan 
melibatkan Pimpinan tinggi Baik itu Kepala 
Badan PPSDM Kesehatan dan juga Pejabat 
tinggi dibawahnya;   

9.   Manajemen kantor membentuk dapat 
membentuk Tim Peregangan, yang ditugaskan 
untuk memilih Duta Peregangan di setiap 
Bagian atau dengan memperbanyak Duta 
peregangan, minimal setiap bagian meiliki satu 
duta peregangan.  

10.  Membiasakan diri untuk melakuakan aktivitas 
fisik   

11.   Selalu disiplin dalam jam peregangan dengan 
berpartisipasi aktif mengikuti peregangan;   

12.  Memotivasi diri dan teman sejawat dalam satu 
bagian untuk melakukan peregangan pada jam 
peregangan. 
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